
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti pada Bab 

sebelumnya, maka akan diuraikan pula kesimpulan atas pembahasan penyusunan 

proposal skripsi ini. Kesimpulan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Pembinaan terhadap Narapidana disesuaikan dengan azas-azas yang 

terkandung dalam Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945 dan 

Standart Minimum Rules (SMR). Demikian pula pembinaan oleh Balai 

Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo terhadap Klien Dewasa yang 

Menjalani Pembebasan Bersyarat mengacu pada hal-hal  di bawah ini; 

Penyelesaian Administrasi penerimaan klien, langkah selanjutnya 

dalam pelaksanaan bimbingan terhadap Klien Dewasa yang Menjalani 

Pembebasan Bersyarat adalah menyadarkan klien bahwa perbuatannya 

itu merugikan diri sendiri, serta orang lain juga tidak dibenarkan oleh 

agama, hukum maupun norma-norma sosial lainnya. 

2. Adapun Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembimbingan 

oleh Balai Pemasyarakatan terhadap Klien Dewasa yang Menjalani 

Pembebasan Bersyarat tidak lain adanya jarak tempuh di 5 (lima) 

daerah Kabupaten Kota se-Provinsi Gorontalo, terbatasnya 

ketersediaan sarana dan prasarana, dana yang minim serta Sumber 

Daya Manusia yang dimiliki petugas masih minim. 



5.2 Saran 

Berikut ini juga akan penulis uraikan saran-saran yang diharapkan bisa 

menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak terkait: 

1. Terhadap Peran Balai Pemasyarakatan dalam Pembimbingan terhadap 

Klien Dewasa yang Menjalani Pembebasan Bersyarat, peneliti 

menyarankan agar tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku 

2. Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembimbingan 

oleh Balai Pemasyarakatan terhadap Klien Dewasa yang Menjalani 

Pembebasan Bersyarat sedapat mungkin diminimalisir agar 

pelaksanaan pembimbingan berjala sebagaimana harapan bersama. 
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